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NOMOR 49 TAHUN 2O1O

TENTANG

ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
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PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGA-N R_-AHM.a,T Tl_rH-^_N Y_A.NG MAH-A- ESA,

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

'. a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian
organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Rincian
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing
Jabatan Struktural akan diatur dan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubern ur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan
penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan per-timbangan sebagaimana
dimak-sr_rd pada hr-rruf a. dan b, per"lr-r menetapkan
Peraturan Gubernur tentang organisasi tugas, fungsi
dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Qrrrno*ora I llara Fl amha.^n l\laaara Da^"bliL lndOngsia\)uiii(iisi(ii iildid li-siiiWGatqr I lrevqrq r\eyut
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1 103);
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Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik iiicjortesia Taiturr i 990 Noinor 34i9);

3. Undang-Undang



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-
Pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republiklndonesia
Tahun 1974 Namor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang l,lomor 43 Tahun iSSg ientang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor g Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian {tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
I emtraran Negara Republik Indonesia Nomor.3gg0);

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomsr 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahi:n 2004 l'.lomoi- 5, Tambahan Lembai-an
Negara Republik lndsnesia Nomor43b5) .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun Z0g4 tentang
Pem Lrentr-r kan Per"atr_: ran Perr:ndan g-u ndangan it_em Lra ran
Negara Republik lndonesia Tahun ZAA4 Nomor 53,
Tambahan Lembara* Negara Republik lndonesia Nomor
438e);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZOO4 tentang
Pemefintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana
teiah diubah beberapa kaii terakhii" dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndone-qia Tahr:n 2008 Nomor' 59, TamLrahan lembaran
l.legara Republik lndonesia Nomor 4544);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pedmbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik lnctonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomsr 4438);

Pei"a'.ui'an Pemei^iniah iicmar 2i Tahun ig50 ientang
Pembentukan Daerah Propinsi {Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun '195* Namor 59);

Peratr:ran Pemerintah Nomor 6 Tahun ,1988 tentang
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3373i;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
l^^l--^^:^ [l^4^4 ,n, o\ ^^l^^^^:*^^^ r^t^L J:,,L^L l^^^^-il rLttJt tgDtct t\{.Jt I tt l ,+u t 9l -rtuag€ilt I lcil td (srdt I ulLJtrcrr I uitlilratil
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AA2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabalan Strr:k-tr'tral ilembar"an Negara Repulrfik Indonesia
Tahun 2AAZ Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4194j;

4.

5.

o.

7.

8.

9.

10.

12. Peraturan ....-..



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun ZOOI tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
[I^-^- i 4 4 t\.rYrJut\.,t + tz.+)l

Peraturan P*merintah Nsmor g Tahun 2009, tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri S!pi! ilemharan Negara Repirlrlik Indonesia TahLrn
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomar 44 Tahun 2AO4 tentang
Perencanaan Hutan {Lembaran Negara Republik lndonesia
fahun 2084 Nomor i46, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2S04 Nomor 4452,).

D^.^1,.-^- n^-^-:-r^L i1^-^- tE -t--L,,- -nn, t^-l^*-r('rdtutcilI rEillirtialaatil i\Iuiiiga +J ianuu zuul igniang
Perlindungan Hutan {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2AA4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2AA4, Nomor 147).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik lndsnesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AAS Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593i ;

13"

14.

16.

af
IJ,

24.

17.

18. Peraturan Pemerintah Nsmor 6 Tahun 2AA7 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lemharan Negara
Republik lndonesia Tahun 2AA7 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AO7
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4814j;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2QA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ag7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2*A7 Nomor 4737).

Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2OA7 tentang
Organisa-ei Perangkai Daerah (Lembaran Negara
Repubiik ir:dsnesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan
Lembaia* Negara Republlk indonesia Nomor 4741j;

19,

21. Peraturan



?1.

22.

24.

23.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Z00g tentang
Dekonsentrasi *an Tugas perbantuan {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2G0g. Nomor 20,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008, Nomcr 4S16i;

Peraturan Pemeriniah Nomor 76 Tahun Z00B tentang
Rehabititasi dan Reklamasi Hutan {Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun ?009, Nomor ZO1,
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20S8, Nomor 49a7);

lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pemberantasan Penebangan Kayu Seeara llegal di
Kawasan liutan dan Peredarannya di seluruh wilayah
Republik lndonesia ;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor" l6iMenhut-
lll2BAT jc Nomor F"43/Menhut-1112009 ientang Rencana
Pemenuhan Bahan Saku industri {RPBHi Primer i-tasil
Hutan Kayu;

Peraiuran Menteri Kehutanan Nomsr 32lMenhut-
IAZAAT jo Nomsr P.l5iMenhut-ti/2009 tentang Tata
Cara Pengenaan, pemungutan dan pembayaran luran
lzin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi;

Peraiuran Menteri Kehuianan Nornor 34lMenhut-
il2007 ientang Pedoman lnventai=isasi Hutan
ItJienyeluruh Eei"kaia {lHi\i3) paaa Usaha Pemanfaatan
Hasii Hutan K-eyu pada Hutan Pr"oduksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43lMenhut-
llftAAB teniang Pedsman Pinjarn Fakai Kawasan
Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-lltz9?3
teniang Fenda{taran Ulang lzin Usaha lndustr! Primer
Hasil Hutan jo Peraturan Menieri Kehutanan Nomor
16ll\4enhut-ll/2004 jo Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor PZ8lMenhut-ll/2005 jo Peraturan Menteri
Kehutanan F. 70/Menhut-l il200G.

Peraturan Daerah Nsmor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Provinsi Sumatera Utara ilembaran Daerah Frovinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6 Tamb,ahan
Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sur'i'iaiera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8).

-ta4V.

27.

?8.

29.
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MEMUTUS}<AN



Menetapkan

II'IEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI
TUGAS, FUHGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA ?EKI{IS DINAS PADA D|NAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA.

ts4ts I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Penuakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndanesia Tahun 1945;

4, Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;

5. Dewan Penuakilan Rakyat Daerah adalah Lemb'aga Pennrakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara pemeriniahan daerah yang selanjutnya
disebut DPRD'

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretalis Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan,
Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang
selanjutnya disebut Setdaprovsu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya
disebut Sekdaprovsu;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut pnakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan Republik lndonesia;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,
sesuai dengan peraturan perunciang-undangan;

11. Desentralisasi

6.

7.

8.

L

10.



Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemenntahan oteh pemenntah
kepada Daerah Otsnom dalam Kerangka dan Sisti*r Negara ltesatuan Republik lndonesia;

Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerlntah kepada Gubernur sebagaiWakil
Pemei"inta h danlaia ii Pei-ang kai p usat,j i Dalrah ;

Kabupaten dan Kata adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera
Utara;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari
Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan fewalin'an' meta-po,r't<an
pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang-menugaskannya;

Dinas Daerah adalah Dinas Kehutanan provinsisumatera utara;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan provinsi sumatera Utara;

Sekreiaris Dinas adaiah Sekreiai'is Dinas Kehi;ianan Pi'ovinsiSumaiera Utara;

18' Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan provinsi
Sumatera Utara;

15.

16.

a-
lt-

11.

12_

4A,

14.

19.

20

21

23.

22.

1+.

Kepala Unit Pelaksana Telfiis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala UpT;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsionat yang terdiri dari Tenaga-
tenaga yang memiiiki keahiian aiauldan ke'rerampiiai': tei'ien'ru, 'y'ang jenis dan iugas seiia
personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Fselon adala h trng k-atan jalrata n strr: ktr-l ra! :

Pungutan Resmi adalah adalah pungutan yang dikenakan secara ssh berdasarkan ketentuan
yuridis yang sebeluinny* ditetapka* di dalam peraturan perundang-undangan serta dijatankan
secara henar oleh petugas yang dit*njuk;

Pemetaan Kawasan tlutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas
kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yanE tidak terpisahkan
dengan Berita Acara Tata Bates;

Pemeiiharaan Tanda Baias adalah kegiaian irang diiaksanakan secai'a bei"kaia dengan tujuan
untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik;

Pelanggaran Hutan adalah penyimpangan tindakan dari peraturan Kehutanan, disertai dengan
sanksi hrrk*m'

Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang
tersebut;

25.

26.

za,

29.

27. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau
bakau menjadi kayu gergajian, serpihfchipfpufp, veneer, kayu lapis, dan Laminating Veneer
Lumber;

Kayu Buiai iKB) adaiah bagian dari pohon yang diiebang dan dipotong mei-rjadi baiang dengan
ukuran diameter 30 {tigapuluh} cm atau lebih;

lzin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang
tsrdiri deri izin usehe pemenfeetsn ke'.".,esen, izin usehe perne*feeten jese li*gkungan,
izin usaha pemanfaatan hasil huten kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan
hasii huian kairu dan aiau bukan kayu pada area! hutan yang telah ditentukan;

29. lnventarisasi ....



30' lnventarisasi Hutan adalah pengumpulan dan penyusunan data-data mengenai hutan dalam
rangka memanfaatkan hutan bagi masyarakat secara lestari dan serba guna;

31' l-iama Hutan adalah semua jenis serangga dan binatang yang ada di hutan baik secara langsung
inaijpljn iidak iangsi;ng mei-rjadi penyebab kei"usakan potion ataii iegakan hi;ian;

32. Gangguan Huta* adalah seturuh faktor yang dapat mengganggu keberadaan dan keutuhan hutan.
Gangguan-gangguan tersebut dapat berupa aktiv-Gs 

-iranusia 
{perladangan berpindah,

perambahan 8real, dsb ), binatang terutama ternak {penggembalaan liari, Can bencana alam;

33. Blok adafah bagian administratif dari areal hutan, biasanya ditetapkan berdasarkan keadaan
topografi dan mencakup atau terdiri atas beberapa petak dan petak iebangan bagian areal hutan
yang telah ditetapkan sebagaitempat bercperasinya kegiatan pengeiolaan trutan;

34. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk
mengambil hasilhutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidlk merusak lingkungan dan
tidak mengurangi lungsi pokok hutan;

35' Penataan Batas Ka"""'asan Hutan adalah keglatan 5;ang meliput! p;"cyeksi batas, inventai-isasi hak-
hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda
batas definitif;

35. Penataan Hutan adalah kegiatan-kegiatan guna n:enetapkan hutan menurut fungsinya:

37. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan
produksi, pemanenan atau penebangan. penandaan, pengukuran dan pengujian,
pen gang kutan/perederan dan peni mbu nan, pengclahan dan petaporan ;

38. Pengamanan Batas Hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk
menjaga agar keadaan batas terpelihara dan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda
batas;

39. Pengelolaan Hutan adaiah penggunaan caia-cai-a manajemen dan teknik-teknik Kehutanan dalam
menjalankan aktivitas terhadap suatu areat hutan,

40. Penghijauan adalah upaya pemulihan fahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil
teknis untuk mengembalikan fungsi lahan;

41. Pengukuran Hutan adalah ilmu Kehutanan yang mengenai penentuan dimensi, bentuk, volume,
umur, dan riap sebuah balok dari sebatang pahon atau tegaka* hutan;

42. Perllndungan Hutan aclalah usaha untuk mencegah dan membatast kerusakan, l€wasan hutan
dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perhuatan manusia, ternak, kebakaran, deya-daya alam,
hama dan penyakit, serta rnempe*ahankaR da* menjage hak-hak negara, nnasyarakat dan
perCIrangan atas huien, kawasan huten, hasil hutan, investasi serta pera*gkat yang berhubungan
ia^^^* -^^^^l^l^^^ L,.t^*,usr rVcil I pet tg(:tvt€tcti i i tUtaii i,

43. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang dibuat secara
kartografi menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menyajikan unsur-unsur alam dan buatan
serta infcrmasi lain yang diinginkan;

44. Zonasiadalah sistem pengelolaan didasarkan adanya penetapan pembagian wilayah hutan;

45. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan danlalau
satwa yang alami atau buatan, lenis asli dan atau hukan asli, yang dimanfaatkan bagi
kepentingan penelitian, ilmu pengetahunan. pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan
rekreasi,

46. Tata...



47.

48.

50.

51.

46- Tata Batas adalah kegiatan penarikan garis batas kawasan hutan yang dilakukan olehpanitia tata batas yang terdiri dari berbagai unsur instansi yang terkait dalam
penyusunan rencana umuffi tata ruang wilayah;

49"

Satwa adaiah semua jenis sumber ciaya aiam hewani yang hidup eii ciarat, cianlatau eji
air. danlatau di udara;

Retribusi adalah jenis pungutan yang berlaku di daerah didasarkan berlakunya ketentuan
peraturan cjaerah terhaciap semua hasii bumi cjan kekayaan aiam yang ciiperoieh aiau
diperdagangkan oleh rakyat, sebagai sumber Pendapatan Rsti Daerah (p4n);

Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan adalah kegiaian mengembalikan batas kawasan
hutan ke cjaiam keaciaan semuia, sehingga bukii-bukii kepasiian hukum mengenai siaius
dan batas kawasan hutan tetap nyata di lapangan;

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang
berupa iahan kosong, aiarrg-aiang aiau semak beiukar uniuk rnengembaiikan iungsl
hutan;

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu iHHK) dan Hasil
Huian Bukan Kayu iHHBKi seiain iumbuiran cian saiwa iiar;

52. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil huten setain kayu, termasuk komoditas hasil
perkebunan yang dipungut dari hutan Negara;

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya
aiam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam iingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.;

lndustri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengotah langsung kayu bulat
dan atau kayu bahan baku serpih menjacii barang setengah jacii berupa kayu gergajian,
serpih kayu, venee{, kayu lapislpanei kayu dan barang jaCi sebagai kelanjuian proses
pengolahan barang seiengah jadi;

lzin Pernungutan Hasil Hutan Kayu {IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengamb,tan
hasii huian kayu meliputi pemaneRan, pengangkutan, pengclahan dan pemasaran uniuk
jangka waktu ie*eniu dan valu*:e tertentu di Calam hutan produksi;

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Atam adatah
izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiaiannya terdiri dari pemanenan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengoiahan dan pemasaran hasii hutan bukan
kayu;

lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu {IUPHHBK) pada Hutan Tanaman
adalah lzin untuk memanfaatkan hutan praduksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan
lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan,
pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu,

lzin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk melaksanakan penehangan dan penggunaan
kayu dari areal hutan yang teiah ditetapkan atau pada Areai Fenggunaan Lain iAPt),
Kawasan Budidaya Nan Kehutanan {KBNKi untuk keperluan pembangunan hutan
tanaman atau keperluan nsn kehutanan;

Kesatuan Pemangku Hutan adalah bagian wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah
atau unit Perum Ferhutani yang merupakan kesatuan pengelolaan hutan, tempat
ciiiakukan Pengusahaan dan pembinaan kawasan hutan di daiamnya;
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Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan-hutan kayu dengan tidak merusik lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokok hutan;

Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan
jasa iingkungan. pemanfaatan hasii hutan kayu dan buken kayu serta pemungutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadiian untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan memungui hasil hutan tanpa melakukan
penebangan pohon, yakni mengambil sisa kayu tebangan iranting, tonggak dan pucuk)
atau hasil ikutan seperti damar, rotan, sagu, dan sebagainya;

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan
peranannya daiam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;

Tata Usaha Kayu (TUK) adalah suatu tatanan atau tata usaha dalam bentuk pencatatan,
penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi,
eksplcitasi, pengolahan dan peredaran kayu yang dimaksudkan sebagai sarana
administrasi dalam pengawasan dan pembinaan dalam rangka upaya peningkatan
efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hasil hutan serta sebagai upaya penyelamaian
penerimaan dan pendapatan negara.

BAB II

PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

{1) Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang
melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang danlatau tugas teknis operasional;

(2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada instansilperangkat
daerah dan masyarakat dengan wilayah beberapa Kabupaten/Kota;

{3} Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan
besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas.

BAB III

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan ini, membeniuk dan menata Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

1. UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH) Wilayah l, berkedudukan di Medan dengarr
wilayah kerja Kabupaten/Kota: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Binjai
dan Langkat;
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UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH) Wilayah ll, berkedudukan di pematang
Siantar dengan wilayah kerja KabupatenlKota: Pematang- Siantar, Simalungun, Samosir dail
Toba Samosir;

UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH) Wilayah lll. berkedudukan di Kisaran dengan
wilayah kerja KabupatenlKota : Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu
Selatan dan Labuhan Batu Utara;

UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH) Wilayah lV, berkedudukan di padang
Sjdempuan dengan wilayeh ke{a K.abupeten/Kcte : fe*ang SiCempuen, Tepenuli Selatanl
Mandailing Natal,Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Gunung
Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara;

UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH} Wilayah V berkedudukan di Kabanjahe
ciengan wiiayah kerja KabupaienlKoia : Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharai iiumbang
Hasundutan dan Tapanuli Utara;

UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehut*nan {PPK) Wilayah I berkedudukan di Medan dengan
wilayah kerja Kabupaten/Kata : Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Serdang Beda[ai,
Asahan, Batuhara, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Libuhan Batu Utara, dan
Labuhan Batu Selatan;

UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan {PPK) Wilayah ll berkedudukan di pematang
Siantar dengan wilayah keria Kabupaten/Kota : pernatang Siantar, Simalungun, Tapanuli Utara
Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Tanah Karo, Dairi, Pakplk Bharat, Sibolga,
Tapanuli Tengah, fapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawls,
Padang Lawas Utara, Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat;

UFT Pengelola Tannan Hutan Ray,s gunit Bar-isan (PTHRBB) ber.kedudukan di Tongkoh
Kabupaten Karo dengan wilayah kerja : Taman Hutan Raya Bukit Barisan meliputi Kabupaten :

DeliSerdang, Serdang Bedagai, Karo, Langkat, dan Simalungun.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

(1) Organisasimasing-masing UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan {PPHH), terdiri dari:

a. UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Bimbingan Teknis dan Evaluasi;

d. Seksi Peredaran Hasil Hutan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

{2) Organisasi masing-masing UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (PPK), terdiri dari.

a. UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi lnventarisasi Hutan;

d. Seksi Pengukuran dan Perpetaan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional;
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{3) Organisasi UPT Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan {PTHRBB), terdiri dari :

a. UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan;

d. Seksi Pemanfaatan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

{4) Bagan Organisasi UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran l, ll, dan lll, yang
merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari peraturan ini.

Eiagian Ketiga

Kedudukan Tugas

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional dilingkungan
Dinas Kehutanan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
berkecjudukan serta bertanggr.:ngjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

EAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Keempat

UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Pasal 6

UPT Pengenciaiian Perecjaran Hasii Hutan mempunyai iugas membaniu Kepaia Dinas
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, bimbingan
teknis, evaluasi dan peredaran hasil hutan.

UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan menyerenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai
UPT;

b. penyelenggaraan administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan. Kepegawaian.
Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. penyelenggaraan perencanaan dan prCIgram kegiatan UPT, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undagan 

;

d. penyelenggaraan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan UPT dibidang ketatausahaan bimbingan teknis dan evaluasi
peredaran hasil hutan;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan UPT, sesuai standar yang
ditetapkan;

f. penyelenggaraan penetapan tefaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraan pemherian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
rlan fr rnncinvr'

i. penyelenggaraan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaannya tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan,

(1)

{2}

{3\ r rntr rk\*/ -'



(3i Kepala UPT Pengendalian peredaran Hasil Hutan, mempunyai

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan

uraian tugas:

penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT;

b. menyeienggarakan pengoiahan cian
peredaran hasii huian,

penyajian €lata/bahan ciaiam pengenciaiian

c' menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undancan.

menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;

menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria
dalam bidang pereelaran hasll hntan dan bimbingan teknrs dan eval-iasi;
menyelenggarakan pembinaan administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan,
Kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

g. menyelenggarakan bimbingan teknis pengulian hasil hutan, penandaan legalitas
hasil hutan, pengelolaan dokumen peredaran hasil hutan dan Rencana
Pemenuhan Bahan Baku lndustri {RPBBI) sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

h. menyelenggarakan pembinaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian penggunaan Dakumen bimbingan teknis evaluasi Peredaran Hasil
Hutan,

!. menyelenggarakan pemer'lksaan peredaran hasil hutan pada pos dan rencana
pemenuhan bahan baku industri di wilayahnya;

i menyelenggarakan proses yustisiterhadap pelanggaranl kejahatan peredaran hasil
hutan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

k. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Dokumen Peredaran
Hasil Hutan di wilayahnya;

L menyelenggarakan monitcring dan evaluasi penerimaan pungutan iuran hasil
hrrtan sesuai ketentrran oeraturan Perundanc-uncJancan:i irLiuiu:aii i L:uiivaiiv_uti.JG::vqii,

m. menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;

n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan daiam pengambilan
kebryakan, sesuai tugas dan fungsinya;

o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

p. menyelenggarakan tirgas lain yang clihrer-ikan Kepala Dinas, sesuai dengan tr-rgas
dan fungsinya;

q. rnenyelenggarakan penyusunan iaporan dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

(4) Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sehagaimana dimaksud
pada ayat {1), {2} dan ayat {3), Kepala UPT Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
dibantu oleh :

a. -eub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Bimbingan Teknis dan Evaluasi;
c. 'Seksi Peredaran Hasi! Hutan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

d.
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Pasal 7

i1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada tingkup
Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pengumpuian penyusunan datalbahan dan referensi untuk
kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Ba.gian Tata Usaha;

e. melaksanakan persiapan penyusunan standar, norma dan kriieria pelaksanaan
ketaiausahaaR, sesuai standar yan g ditetapkan ;

d. melaksanakan penyusunan pereRcanaan dan program kegiatan. sesuai ketentuan yang
ditetapkan;

e. melaksanakan administrasi keuangan dan pelayanan pembayaran gaji pegawai
lingkup UPT;

f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan adminitrasi kepegawaian, sesuai standar
yang ditetapkan;

g. melaksanakan administrasi, ketatausahaan, suratmenyurat dan kearsipan, serta
pendokumentasian per"!engkapan dan peme!!haraan serta pennakaian barang
inventaris;

h. melaksanakan urusan perpustakaan Kantor;

i. melak-sanakan urusan administr-asi oerialanan dinas. sesuai ketentuan peraturan
Perundang*undangan;

j melaksanakan penataan, perawatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan
Kantor serta pengurusan urusan rumah tangga UPT;

k. melaksanakan fasilitasi pertemuan dan rapat-rapat UPT, upacara, keprotokolan
dan acara-acara umum lainnya;

l. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan UPT, sesuai
dengan standar yang ditetapkan;

m. rnelaksanakan informasl dan hubungan komunikasi serta statistik kegiatan UPT;

n. rnelaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

o. melaksanakan persiapan perencanaan kesejahteraan pegawai, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;

p melaksanakan pemLrinaan dan pelayanan aclministrasi ker-rangan cJan
kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

r. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

t. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
Kepacia Kepaia UPT, sesuai stanciar yang ciitetapkan.

{2) Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas .

a. melaksanal<an pemhinaan, bimhingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Bimbingan Teknis dan Evaluasi;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan datalbahan dan referensi dalam
hidonn himhinnan teknie den errqlnlei'

c. meiaksanakan...



c. rnelaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang bimbingan
teknis dan evaluasi;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bimbingan teknis
dan eryaluasi;

e. melaksanakan evaluasi laporan bimbingan teknis dan evaluasi;

f. melaksanakan monitoring pemantauan bimbingan teknis dan evaluasi, sesuai
standar yang ditetapkan;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk
bimbingan teknis pengujian hasil hutan, penandaan legalitas hasil hutan dan
perencanaan pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, sesuai dengan
ketentuan dan standar yang drtetapkan;

h. melaksanakan pemblnaan dan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis dan
evaluasi;

i. meiaksanakan pengkooroinasian cian kerjasama penyeienggaraan oimoingan
teknis dan evaluasi;

j melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bimbingan teknis
dan evaluasi;

k. melaksanakan bimbingan teknis pengujian hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

I melaksanakan pembinaan dan pembeliharaan administrasi penyelenggaraan
bimbingan teknis dan evaluasi;

m. melaksanakan proses yustisi terhadap pelanggaran/kejahatan Peredaran Hasil
Hutan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

n. melaksanakan telaahan staf sehagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

o. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

p. meiaksanakan tugas iain yang diberikan Kepacla Kepaia UPT sesuai bidang
tugasnya;

q. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada K-epala UPT, sesua! standar yang ditetapkan;

{3} Kepala $eksi Peredaran Hasil Hutan, mempunyaitugas :

a. meiaksanakan pembinaan, bimbingan cian arahan kepacia pegawai pacia iingkup
Seksi Peredaran Hasil Hutan;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan, dan referensi dalam bidang
peredaran hasil hutan;

c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang peredaran
hasil hutan;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan peredaran hasil
hutan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

e. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan dokumen Peredaran Hasil
Hutan di Wilayahnya;

f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan peredaran hasil hutan, sesuai standar
yang ditetapkan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian hasil hutan, penandaan tanda
legalitas hasil hutan, pemungutan penerimaan iuran kehutanan dan penggunaan dokumen
peredaran hasil hutan di Wilayahnya;

h. melaksanakan...



h. melaksanakan pemeriksaan stock opname kayu bulat dan kayu olahan;

i. melaksanakan mcnitoring pemungutan penerimaan iuran kehutanan dan
pengelolaan dokumen peredaran hasil hutan;

j meiaksanakan koorciinasi rjan tbsiiitasi penyeienggaraan pereclaran hasii hutan;

k. melaksanakan evaluasi peredaran hasil hutan;

l. melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam peredaran hasil
hutan;

m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahwa pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

n, meiaksanakan pemberian masukan kepacia Kepaia UPT, sesuai ciengan iugasnya;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala UPT, sesuai bidang
tugasnya;

p. rneiaksarrakan peiaporan ciart periarrggungjawai;arr aias peiaksarraan 'rugasriya
kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasai 8

UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan

t,l\ lIr-l'r Ft^^-.,t-(1) ui'i i-enEliKljiafi dan Pei'petaan Keh'uitanan (PPK) inempijni/ai ti;gas membanti; Kepala
Dinas dalam pelaksanaan ketatausahaan, inventarisasi hutan, pengukuran dan
perpetaan kehutanan.

{2} UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai
pada lingkup UPT;

b. penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian.
perlengkapan dan rumah tangga, sesuai standar yang ditetapkan;

c. penyelenggaraan penyajian datalbahan dibidang inventarisasi hutan, pengukuran
dan perpetaan;

d. penyeienggaraan penetapan perencanaan cian program regiatan cjaiam bidang
ketatausahaan inventarisasi hutan, pengukuran dan perpetaan, sesuai ketentuan
peratura n Peru ndang-u nciangan ;

e. oenvelenofrere n nenvnsunrR *Jsn nenvsmnrrrneen st*ndar normr den kriteriar-..f-.-..v9*._---.r-.-'f-.,,'--=
penyelenggaraan ketatausahaan inventarisasi hutan pengukuran dan perpetaan;

f. penyelenggaraan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraan pemberran masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan
fungsinya;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fr rnncinva'

i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala UPT Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan
disiplin pegawai pada lingkup UPT;

b. menyeienggarakan .......



b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian datalbahan datam bidang
pengukuran dan perpetaan hutan;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria
dalam bidang pengukuran dan per"petaan hutan;

d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiaian UPT, sesuai
keteniuan peraturan Perundang-und*ngan;

e. menyelenggarakan tasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

f. menyelenggarakan administrasi dibidang ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian.
Perlengkapan dan Rumah Tangga, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

g. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya hutan, pengolahan hasil
inventarisasi;

h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pengelolaan hasil inventarisasi hasil
hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelenggarakan pengukuran, perpetaan hutan, dan penggandaan peta, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan;

j menyelenggarakan pengukuran dan perpetaan Lratas lokasi ijin pengusahaan
hutan, calon lokasi tanaman reboisasi dan penghijauan, lokasi perkebunan,
transmigrasi, pinjam pakai kawasan, dan lainnya;

k. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan
pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan pengui<uran hutan;

i. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi hasil hutan dan
pengukuran, perpetaan;

m. menyeienggarakan pemeiiharaan cjan reKonstruksi batas kawasan nutan, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan;

n. menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan kerjasama dengan instansi
terkait;

o. menyelenggarakan pengaturan keamanan kenyamanan kantor; sesuai standar
yang ditetapkan;

p menyelenggar"akan telaahan staf sebragai Lrahan pertimbangan clalam pengambilan
kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;

q. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai
tugas dan fungsinya;

r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan
fungsinya,

s. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
lttoaqnve kenadr Kar'ale Dinqc ceqllqi c,trn.{er rrsnrt ditclenkqn_ii i_rl

(4) Untuk meiaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1i {?\ dan evaf f3l Kenala tlPT trcnrrrrkrrran dan Pernefaen Kehrrfanan fPtrKiUlt \-l --_" -_t-_- l-/r -=:-= \'- ==tt

dibantu oleh :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Inventarisasr Hr,rtan;

c. Seksi Pengukuran dan Perpetaan.

Pasal9 .......



Pasal g

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyaitugas:

a- melaksanaan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub
Bagain Tata Usaha,

b' melaksanakan pengumpulan datalbahan dan referensi untuk kebutuhan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha:

c. melaksanakan peRyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang
ketatausahaan;

d. melaksanakan Den!.usunan standar. norira dan kriteria pelaksanaan
ketatausahaan, dibidang umum, administrasi keuangan dan kepegawaian;

e- melaksanakan penyusunan, pengalahan dan penyajian bahanldata untuk
perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Rumah Tangga
Kantor;

f. melaksanakan administrasi surat menyurat kearsipan, pendokumentasian dan
perlengkapan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. meiaksanakan urusan aciminisirasi perjaianan ciinas, sesuai keieniuan peraiuran
Perundang-undangan;

h. melaksanakan penataan, kebersihan, keamanan kenyamanan Kantor;
: ---^t^t,^_i. meiai<sanakan urusan ri.imah iangga UPT, sesuai siandar yai-rg diieiapkai-r;

i melaksanakan persiapan perternuan dan rapat-rapat dinas;

k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan upacara, keprotokolan dan acara umum
I^:^ '^. .^.tdltntydl

l. melaksanakan penghimpunan bahanldata dari Seksi lainnya untuk penyusunan
perencanaan dan laporan UPT;
+alal-aan+l-.an ir.ran{r*i^aa! naloa!!ha.^^a/^^-^..,^+^^ L,^F^^^ h^-^^*^l- .,lA^ *:-J^l-rrr. ilrsr<rnrarrar\irir ilrvuiii.aiiuasi, ljciiiGiiiialaaiiipeiawaian oaiafig pgi-ggiaK ciafi iican
bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;

n. melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan Kantor, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;

o. melaksanakan pembtnaan evaluasr pelaksanaan ketatausahaan dan
ketatalaksanaan UPT;

p melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
I rnr{ann=n'

q. melaksanakan urusan informasi dan komunikasi UPT, sesuai standar yang
ditetapkan;

r. melak-sanakan penyusunan telaahan sta.f sebagai bahan pedimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai ciengan iugasnya;

s. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai
dengan tugasnya;

t. melaksanakan tugas larn yang diberlkan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

u. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala LJPT, sesuai standar yang ditetapkan.

{2} Untuk.,..



{2) Kepala Seksi lnventarisasi Hutan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi lnventarisasi Hutan;

b. melaksanakan pengumpuian dan pengoiahan datahanan, ret-erensr daiam btdang
inveniarisasi hutan;

c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang inventrisasi
hutan;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pragram kegiatan inventarisasi kayu
dan non kayu, satwa dan sosial budaya, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

e. melaksanakan inventarisasi sumber daya alam;

f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan inventarisasi hutan, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;

g. meiaksanakan evaiuasi hasii inventarisasi hutan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan inventarisasi hutan;

i. meiaksanakan penyususunan iaporan hasii inventarisasi huian, sesuai siancjar
yang ditetapkan;

j melaksanakan fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan inventarisasi hutan;

k. meiaksanakan pengawasanipengencjaiian penyeienggaraan inveniarisasi hasii
hutan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

L melaksanakan hubungan antar lembaga terkait dibidang inventarisasi hutan;

m. meiaksanakan pembaharuan inveniarisasi huian,

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

o. nreiaksanakan peffibei'ian rnasukan vane ;leriu kerrada Kepaia iiPT. sesuai
dengan tugasnya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

- -^l-1.^-^^l--- 
^^l^*^--- J^- -^4-^--..^-:^..,-L-- ^j^^ -^l^1.^^^^^- t..^^^-.,^tl. rllErd^ucrrlclr\€rlr PsldPUidii sall pefiailgguilgjawaCtdlr aias peiaKsanaan iugasnya

kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

1e-\ V+nala (!alrai Elar+..L..--A -l^F Clarna*aaa ,n.,nl l'ana.\\,/ r\eycrl(l \r(;I\-l rt;llguRt..rcrri i.i{lar -ati Ptti,aitrii iiittiiiliui i}di rugiiit,

a. melaksanakan pemblnaar:, birnbingan dan arahan kepada pegawai pada iingkup
Scksi Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan;

h malcLaonoi.+o AA^^r r*n, rian annanlalran in*efhalrsn rlan ra$n.anoi r"{ihilla^^I' Ill9lsn-glttGJ\C;.ll ysllVulllyurqrl, Psrr},visrrciri usl(erli<iliGiti! !!asrr l9rsr9rrJr urvruqrrV
pengukuran dan perpetaan kehutanan;

c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan prcgram dan kriteria dalam bidang
pengukuran dan perpetaan kehutanan;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pengukuran dan
pemetaan batas kawasan hutan dan non kehutanan;

e. melaksanakan rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan, sesuai
standar )'ang ditetaPkan;

f. melaksanakan Pembuatan dan penyajian peta tematik, peta wilayah kerja
kehutanan. Peta kawasan hutan, dan peta-peta lainnya, sesuai standar yang
ditetapkan;

g. melaksanakan...



g' melaksanakan pengulcuran dan perpetaan batas lokasi rlin pengusahaan hutan,
calon lokasi tanaman reboisasi dan penghijauan, lokasi perkebunln, transmigrasi,
pinjam pakai kawasan, dan lainnya, sesuai standar yang ditetapkan;

h. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengukuran dan
perpetaan,

i. melaksanakan evaluasi pengukura* dan perpetaan kehutanan, sesuai ketentuan
peraturan Peru ndang-undangan;

) rneiaksanal<an rnonitonng dan pernantauan pengukuran dan perpetaan kehutanan,
sesuai standar yang ditetapkan,

k. melaksanakan fasilitasi dan kerjasarna dibidang pengukuran dan perpetaan;

i. meiaksanakan koorcjinasi oan hubungan antar iemnaga dibidang pengukuran cian
perpetaan kehutanan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

m' melaksanakan pengawasan/pengendafian dibidang penyelenggaraan pengukuran
dan perpetaan;

n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

o melaksanakan pemberian masr,rkan yang per!r-r kepada Kepala LJPT, sesriai
dengan tugasnya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
q" melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala UPT, sesuai standar yang diietapkan;

Pasal 10

UFT Pengeloia Taman Hutan Raya Bukit Barisan

i1-\ Ken=le [!trT Penceiola Taman Hrrfen Rarra Rrrkif R:ric:n marnnrrnrrei frrrrra mamhanirr\'., ig'vivi- i qiiiqii i ivtfiii i-:qtq uutail +qiiJqii iit=iialjst itqi iuvq- :iiviiivqilrJ

Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

{2} Kepala UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, menyelenggarakan
fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan administrasi, birnbingan, arahan, dan penegakan
disiplin pegawai pada lingkup UPT;

b. penyelenggaraan penyajian datalbahan dan referensi dibidang pengelolaan Taman
Rarre Rrrkii Reric.an'

c. penyelenggaraan penyusunan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan
pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

cl- nenvelenofietean oenvusunan ncren".znazn dan nrnorem knniatan llPT ses,rrair-,.J -._._sv_,. .-i-' F--' :, +--_-e,,_.,

ketentuan peraturan Perundang-undangan;

e. penyelenggaraan penetapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya,

f. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fr rnncinrre'

h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan,

{3) Kepala...



i3) Kepala UPT Pengelola Taman Hutan Raya Bskit Barisan, mempunyai uraian tugas:

a. rnenyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan
disiplin pegawai pada lingkup UPT;

b. menyeienggaraKan pengeioiaan dan penyalian data/banan cjaiam Pengeioiaan
Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria
dalam pengelofaan Taman Hutan R_aya Bukit Barisan,

d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT, sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan;

e menyelenggarakan pelayanan r_Imum dan pelayanan minimal;

f. rnenyelenggarakan pembinaan admi*istrasi dan ketatausahaan dan kegiatan UPT;

g. menyelenggarakankeamananKantor;

h. rnenyeienggarakan aciminisirasi cian Keiaiausahaan, Keuangan, Kepegawaian.
Perlengkapan dan Urusan Rumah Tangga, pada UPT;

i" menyelenggarakan pemeliharaan, perlindungan dan Bengamanan Taman Hutan
Raya Bukit Barisan. sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan:

j menyelenggarakan rehabilitasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan, sesuai standar
yang ditetapkan;

k. menyefenggarakan inventarisasi pctensi dan pemanfaatan Taman Hutan Raya
Bukit Barisan;

[. menyelenggarakan pemungutan retribusi rjin usaha pemanfaatan pada Taman
Hutan Raya Bukit Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

m. menyelenggarakan penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana
pengelolaan, penataan blok {zonasii dan pengelalaan Taman Hutan Raya Bukit
Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan ;

n rnenvalennnerekan narqianan hehan nl:rfimh*nn*n nemherian noriiinan
itv; iii i is-i tii-i i

pengusahaan pariwisata alam, kerjasama kolaborasi dan perijinan lainnya di Taman
Hutan Raya Bukit Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

o. menyelenggarakan proses yustisi terhadap pelaku tindak pelanggaran di Taman
Hutan Raya Bulqit Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

p. rnenyelenggarakan pemungutan retribusi jasa usaha di Taman Hutan Raya Bukit
Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan,

q. menyeienggarakan pembinaan monitoring, evaiuasi, tasriitasi 0an pengendaiian
pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

r. menyeienggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UFT, sesuai ketentuan
peraturan Perrlndang-u ndangan ;

s. menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga dalam
pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

t menyetenggar^akan telaahan staf sebagai bahan perfimhrangan dalam pengamb-rilan
kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsi;

u. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

v, menyelenggarakan tugas lain yang diherikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

w. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tr rneqnrre kenade Kenqla flinsc *eer rqi ef*ndqr rr*nn r''litefankan"

Yll lgv,

i4) Untuk...



{4i Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, i2} dan ayai {3}, Kepala UPT Fengelola Taman Hutan Raya Bukit
Barisan, dibantu oleh .

a. -eub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Perlindungan;

c. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. meiaksanakan pembinaan, bimbingan cian arahan kepacia pegawai pacia iingkup
Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengclahan datalbahan, referensi untuk
kebr-ttuhan pelaksanaan tr_rgas Suhr Bagian Tata t_Isaha;

c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan tugas
ketatausahaan, sesuai standar yang ditetapkan;

d. melaksanakan penyilsunan perencanaan dan prograrn kegiatan ketatausahaan,
sesuai ketentuan peraturan Ferundang-undangan;

e. melaksanak*n pembina*r: dan pelayanan fasiiitasi administrasi kepegawaian dan
k-euangan, sesuai standar yang ditetapkan;

f. melalEsanakan administrasi/penatausahaaR, penerrrnaan dan pendisti'ibusian,
surat-surat naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

g. rnelaksanakan pembinaan kearsipan cjan dokumentasi, sesuai keientuan yang
rlil*t:rnksn'

h. melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

i. melak-sanak-an inventar'isasi baranc beraerak- dan tidak berqerak. sesuai standar
yang ditetapkan;

j melaksanakan urusan pemeliharaanlperawatan kerumahtanggaan UPT, sesuai
standar yang ditetapkan;

k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyalian bahan/data untuk
perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga UPT;

l. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan
nemeliharaan ccr{a nemnkeinn harnnn inrrcntaric'r-"'-"'

m. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;

n. melaksanakan penataan, kebersihan, keamanan da* kenyamanan Kantor UPT;

o. meiaksanakan persiapan fasiiitasi pertemuan cian rapai-rapai cjinas, pacia UPT;

p. melaksanakan fasiiitasi dan kocrdinasi penyelenggaraan upacara, keprotokolan,
kehumasan dan acara-acara urrium fainnya;

q. meiaksanakan penghimpunan dan pengkoorcjinasian bahanlciaia aari Seksi iainnya
untuk penyusunan program dan laporan UPT;

r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan;

s. meiaksanakan penyusunan ieiaahan siaf sebagai bahan periimbangan ciaiam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

t. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai
dengan tugasnya,

u. melaksanakan...



u. melaksanakan tugas lain yang diherikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
v. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pertindungan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan, bimbi*gan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Seksi Perlindungan;

b. meialcsanakan oengumpuian pengolahan data/hahan. dan referensi drbrdang
periindungan Taman iJuian Raya Bukii Barisan;

e. melaksanakan penyusunar'! staneiar, nsrma ejan kriteria cibidang periindungan
Tamen Hutan Rai's Rukit Rar-isan;

d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan perlindungan dan
pengamanan Taman Hutan Raya Bukit Barisan,

e. melak-sanak-an patr^ali dan opera.si penga.manan hr-rta.n, sesuai standar yang
ditetapkan;

f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kebakaran hutan, sesuai standar
yang ditetapkan;

g. melaksanakan persiapan bahan dan melaksanakan proses yustisi terhadap pelaku
tindak kejahatan di bidang kehutanan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan gangguan hama dan penyakit hutan
se*a gangguan hutan lainnya,

i. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan Taman Hutan Raya
Bukit Barisan;

j melaksanakan penyrusunan rencana dan melaksanakan rehabilitasi Tannan Hutan
Raya Bukit Barisan, sesuai siandar yang ditetapkan;

k. i'nelaksanakar: rncnitoi-ing da;r evaiuasi perlindungc*, Fengamana* elaR
pemeliharaan Taman Hutan Raya Bukit Farisan;

i. melaksanakan pembinaan dan sosiaiisasi perlindungan Taman Hutan Raya Bukit
Barisan;

m. meiaksanakan fasilitasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga atas perlindungan
Taman Hutan Ra5ra Bukit Barisan;

n. melaksanakan koordinasi peningkatan penyelanggaraan peningkatan pelayanan
Taman Hutan Raya Bukit Barisan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

p. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan
tugasnya;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

r. melaksanakan pelaporan dan pertenggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
keneda Ken:le llPT sesr rei stanr{ar vano r{itetankan''--r--'- -' '-'-' i F"-"'

(3) Kepala Seksi Pemanfaatan mer*punyaitugas :

a. rnelaksanakan sernbinaan, birnbingan dan arahan keoada pegawai pada lingkup
Seksi Pemanfaatan;

b. melaksanakan pengumpuian, pengoiahan dat#bahar:, dan refere*si dibidang
pemanfaatan Taman Hutasr Raya Bukii Baris*ft;

c. melaksanal€n...



c. melaksanalran penyusunan standar. norma elan kriteria dalam pemanfaatan Taman Hutan
Raya Bukit Barisan;

d. melaksanakan penyusunaR pereneaRaan da* prsgram kegiatan pemanfaatan dan
penggunaan kawasan Taman Hutan Rava Bukit Barisan;

e. melaksanakan inventarisasi potensi Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

f. melaksanaka* penataan blok {zonas}} Taman Huta* Raya Bukit Barisan, sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan ;

g. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan pembenan U'n, sesuai Ketentuan peraturan
Perundang-undangan;

h. melaksanakan pemungutan restribusi pernanfaatan Taman Hutan Raya tsukit Barisan;

i. meiaksanakan pemungutan usaha pemanfaaian Taman Huian Raya tsukii Barisan;

j melaksanakan penyusunan bahan pemberian perijinan usaha pemanfaatan Taman Hutan
Raya Bukit Barisan, sesuai ketentuan peraturan Per**dang-undangan;

lz molnl,6-^^L^n namlri^^an faaili+a-i Lnnrni^a-i m^^i+^'i^^ -l^^ a.,-1,.a-i namanfaa+an rlanr\. lllelsAoqrrqAqll Hgrrrvilrqqlr rq9ilttqorr Avvrvrrrqor lrluliirulrlry uqrr vyqlqq0r Hvrrrqrilqqrqtt uqrr

penggunaan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan;

l. Melaksanakan pengawasa* dan pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan Taman
Hutan Raya Bukit Barisan,

m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sehagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

n. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang
tucasnya;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuaidengan tugasnya;

p. melaksanakan p€nyusunan pelaperan {ian pertanggungjav*aban atas pelaksan€an
tugasny* kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

BAB III
TATA KERJA

rt^-^t 4 alr crSat a E

14\ (\,.L n^-:^- T^t^ t t^^L* r^* r^r-^: *-J- t rnr J:^:**:* ^t^L l/^^^t^ c1..L t-i--:^- -r-^!-
\ i/ \)uu Dclgiirtt tdt€t Lrsarlld uatal oi'Asl ljdud Lr- i uiPailltiiil ul=il Jcursilg r\.EfJala \)urJ trr€rgl€ilt ta.a

Usaha dan Kepala Seksi;

{2} Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala uFT, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik lntern maupun antar
Satuan KerjaiUnit Organisasi iainnya, sesuaitugas oan mekanisme yang ciitetapkan,

(3) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pernbinaan terhadap bawahannya masing-
masing;

ln\ flalas hal llanala f IDT harhala*aon r{a[a* malsLaanalzan {r,cac Larana eac}tc{rl hal lCqnll=
\'+j a-,Aiqiii ii-i l\vljqi€i -rir- i iigiiiqigilv€ii \i€igiii :ii-i-il.3giiga\-ii rUV-- a\glgliq gvgss(s rrqrr r\v|-/qrq

Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPT, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

{5} Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu
hai, maka Kepaia UPT menghunjuk pejabai yang ieiah memenuhi persyaraian urtiuk
melaksanakan tugas Kapala Sub Bagian Tata Usaha;

(6i Atas dasar pe*imbangan daya guna dan hasil gune, dslam hai berhalangan meiaksanekan
tugasnya, masing-masing pejabal dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada
pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung.;awab, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

{7} Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sejenis pada Dinas Kehutanan, tugas, fungsi dan
uraian tugasnya mengacu kepada uraian dan narasi pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13...
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Pasal 13

untuk kepentingan koardi*asidan pengendalia* surat menyurat maka :

a- Si;i'ai Dinas yang akan ditandaiangani oieh Gubernui' haiiis meiaiiii pai"af koordinasi Kepala
Di*as, Asisten Seki'eteris, dan Sekretaris Deerah.

b- '$uret *inas yang akan ditandatangani Kepala Dinas, harus melalui paraf
knnrrlin*ei/neqafigglrrlgawa* K-epala Sr-r!:r 8aglan Tata Usaha, K-epaia Sek-si, dan K-epala UPT.

Bagi*n Kelims
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Pada Unit Pe[aksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dapat
--!it---r..t- t--l---^t- !+!--4-^ -..--^|^--t ,--.}----l--^ l-^L..t..L^^ l^^ L--:t --^l:-:- L^L-.^ l---i-Lllusilr.uK Ksruilrl.run Jdliarlarrl rungsionai, trgrciasarKan Ketruiunan cian nasii anaiisis pepan Keija,
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Kelampck -laLratan Fr:ngsional ffiempunyai tugas mendukr:ng pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provlnsi Sumater* Utara, sesuai dengan
keahlian masing-masing ;

Kelompok Jabatan Fungslonal dapat dibagi dafarn Sub-Sub kelcmpok yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Uridangan;

Jurnlah Kelornpok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan
l^^l-^* i-^-:^,uEtjcll I F.=IJA,

Pembinaan terhadap kelampok Jabatan Fr.*ngsicnal dilakukan sesuai dengan Peraturan
Perunda*g-Undangan;

Tugas, Fungsi dan uraian tugas kelompok Jahatan Fungsional dltetapkan b€rdasarl€n
Peraturan Gubernur ini.

BAB iV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya.
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Apabila dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan tugas, fungsi dan uraian tugas guna
ffienangani urusan pemerintahan yang belum dapat ditanganil dllaksanakan, Peraturan ini
dapat dilakukan perubahan uniuk penyesuaiaR, sesuai peraturan perundang-undangan,

LrtllJ v
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{2)



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
061-453.1{/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan serta Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dan peraturan
Gubemur Sumatera Utara nomor 13 Tahun 2005 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Balai
n^---t^t^^- T---^-TEirgiaurccur rarrriit-i Huian Raya Biikit Barisan Dinas Kehiiianan Provinsi Surnateia Utaradicab,ut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal t7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Beriia Daerah Frovinsisumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
nadn fennnnai ,q f) /+arlShS 2Ol0yqvq (qr rvvvqr *. J.

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A1A NOMOR. h2


